BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian tentang pengaruh intervensi negatif atas

kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana:

1.

Intervensi negatif berpengaruh pada proses dan hasil penyidikan. Intervensi
negatif mengakibatkan penyidik tidak lagi bertindak normatif berdasarkan
fakta dan bukti pemeriksaan, melainkan berpihak kepada pihak yang
mengintervensi. Intervensi negatif ini akan mengakibatkan tidak sesuainya
perbuatan dengan dasar hukum yang diharapkan sehingga rasa keadilan tidak
tercapai, padahal prinsip awal tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
Oleh karena itu, penyidik sebagai penegak hukum seharusnya tidak boleh
terpengaruh dan melakukan intervensi. Namun dalam faktanya, intervensi
dalam penyidikan masih sering terjadi. Intervensi negatif ini bukan hanya
berasal dari luar lembaga kepolisian saja, melainkan bisa berasal dari dalam
lembaga kepolisian. Struktur hierarki yang kuat di dalam kepolisian
menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi para penyidik karena hal ini
mempengaruhi kemampuan penyidik untuk menggunakan wewenangnya.
Struktur hierarki yang kuat ini pada akhirnya akan menimbulkan intervensi
vertikal yang mengacu pada keterlibatan polisi jabatan tinggi yang
mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang tengah diselidiki oleh
penyidik di bawahnya.

Dalam prakteknya, intervensi negatif seringkali terjadi pada saat proses
penyidikan sehingga dapat mempengaruhi tujuan utama dari penegakan
hukum. Oleh sebab itu, harus ada lembaga pengawas internal yang berfungsi
untuk mencegah intervensi negatif yang dapat menghambat kinerja penyidik.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka terdapat tiga lembaga
pengawas internal yang menjaga independensi penyidik, yakni Profesi dan

Pengamanan (Propam), Itwasda, dan Bidkum.
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5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa

saran yang dapat disampaikan sebagai masukan untuk pembaharuan hukum pidana

di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1.

Intervensi negatif ini membawa banyak dampak buruk pada penegakan
hukum di Indonesia. Intervensi negatif ini berdampak pada tidak tercapainya
rasa keadilan serta tidak sesuai dengan dasar hukum yang diharapkan. Oleh
sebab itu, penyidik sebagai pengayom masyarakat jangan sampai diintervensi
lagi di masa depan. Salah satu cara untuk meningkatkan reputasi penegakan
hukum di Indonesia terutama di kepolisian adalah dengan menggunakan
pendekatan yang mengedepankan kualitas pengetahuan dan nilai-nilai moral
dalam proses penyelesaian tindak pidana. Penegakan hukum harus
bergantung pada standar moral para penegak hukum dan penghindaran
mereka terhadap tindakan-tindakan yang merusak kewibawaan hukum.

Lembaga pengawas dalam kepolisian memiliki peran penting terhadap
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di Bab
sebelumnya, penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta penegak
hukum karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum
tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang buruk maka akan
menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pun sebaliknya
apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan
atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum
yang responsif. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, penyidik perlu
berpedoman pada kode etik dan apabila terjadi pelanggaran kode etik maka
lembaga pengawas harus bertindak adil dengan melakukan penegakan kode
etik. Lembaga pengawas dalam kepolisian ini harus menghindarkan diri dari
kesan memanfaatkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota Polri
dalam berbagai penyimpangan dan kasus pelanggaran kode etik yang terjadi.
Polri tidak boleh melindungi sesama anggotanya yang melanggar kode etik
dengan menjatuhkan hukuman ringan dan menghindari transparansi dalam
penegakan kode etik. Lembaga pengawas harus secara tegas menjalankan

aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian.
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